
SALINAN 

BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 5 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

Menimbang: 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
20 16 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Su s unan Organisasi, Tugas, 
dan Fungs i Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Gunung Mas; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalirnantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah d iubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 



Menetapkan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

5. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 

6 . Peraturan Menteri Pen dayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 
ten tang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan lnstansi Pemerintah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273}; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2018 ten tang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Serita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 20 18 Nomor 1539); 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
7 Tahun 2019 tentang Pemben tukan dan Susu nan 
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 
270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Nomor 270.a); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
GUNUNG MAS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunu ng Mas. 
2. Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan 

ur usan pemerintahan oleh pernerintah daerah 
menur u t a sas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonorni seluas-luasnya da lam s istem 
dan prins ip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas 
beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Gunung Mas. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur 

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah daJam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegavvai 
aparatur sipil negara yang bertanggung jawab 
melaksanakan kegiatan pelayanan pu blik serta 
administrasi peme1intahan dan pembangunan. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan 
kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka 
kredit. 

BAB II 
PENETAPAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. 

BAB III 
KEDUDUKA.N, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan 
di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

(2) Dinas Pem berdayaan Masyarakat dan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

KMAG HUKUM KASU88AG7 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b . Sekretaris, membawahkan: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2 . Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, 

c. Bi dang, terdiri dari: 
1. Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan 

Kerjasama Desa, membawahkan: 
a) Seksi Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat; 
b) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa; dan 
c) Seksi Pembangunan Partisipatif dan Ke1jasama 

Desa, 
2. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan: 

a) Seksi Penataan dan Penguatan Kapasitas 
Pemerintahan Desa; 

b) Seksi Penataan Keuangan dan Aset Desa; dan 
c) Seksi Penataan Administrasi Desa, 

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan: 
a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan 

Lembaga Ekonomi Desa; dan 
b) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan 

Teknologi, 
d. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; 

dan 
e. unit pelaksana teknis dinas. 

Bagian Ketiga 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 5 

( l) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
mempunyai tugas pokok membantu Bupati 
melaksanakan kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat 
dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 
b. pengoordinasian kebijakan di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa, 
kelembagaan sosial budaya masyarakat, usaha 
ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya 
alam dan teknologi tepat guna; 

KABAG HU KUM KASUBBAG 7 
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c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat 
dalam pengembangan prakarsa dan swadaya 
gotong royong; 

d. pelaksanaan kebijakan. pemberdayaan masyarakat 
dan pemerintahan desa serta kelembagaan yang 
mendukung/mendorong pemberdayaan dan 
pembangunan desa; 

e. perumusan kebijakan penataan desa dan 
penguatan kapasitas pemerintahan desa; 

f. pelaksanaan kebijakan pembangunan partisipatif 
dan kerja sama desa; 

g. pelaksanaan kebijakan evaluasi perkembangan 
desa dan kelurahan, pekan inovasi desa, lab site, 
profil desa, serta kewenangan desa; 

h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, 
pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan 
Desa; 

1. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, dan 

J. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya . 

BAB IV 
TATA KERJA DINAS 

Pasal 6 

(1) Daiam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi 
secara vertikal serta horizontal baik dalam 
lingkungan Perangkat Daerah maupun instansi lain 
sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

(2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
berkewajiban dan bertanggung jawab memimpin, 
mengkoordinasikan, rnernberikan petunjuk-petunjuk, 
rnengendalikan dan mengawasi pelal<sanaan tugas 
bawahannya masing-masing. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mengikuti 
dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan tanggung 
jawab kepada atasannya masing-masing serta 
menyampaikan Japoran tepat pada waktunya. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit 
organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa yang berasal dari bawahan, wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan 
lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk­
petunjuk kepada bawahan. 

(5) Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Kepala Dinas dibantu oleh sekretaris, 
kepala bidang, kepala sub bagian , dan kepala seksi. 

KA-BAG HUKUM KAS iJ BBAG-



-6-

(6) Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub 
bagian dan kepala seksi diwajibkan memimpin 
bagian/bidang/ seksi serta stafnya secara berjenjang 
sesuai dengan susunan organisasi yang ada. 

(7) Uraian tugas Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, 
kepala sub bagian dan kepala seksi lebih lanjut 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 7 

(1) Kelompok Jabatan terdiri atas Jabatan Pelaksana 
dan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Pelaksana dan Jabatan 
Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 8 

(1) Bupati mengkonsultasikan secara tertulis calon 
Pejabat pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau 
jabatan setara eselon TI di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Gu nung Mas dalam pengangkatan dan 
pemberhentian kepada Gubernur atas usul 
Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan 
dari Tim Penilai atau Badan Pertimbangan Jabatan 
dan Kepangkatan Kabupaten Gunung Mas 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku . 

(2) Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala 
seksi dan pemegang jabatan f ungs.ionaJ diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris 
Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Sadan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten 
Gunung Mas berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pembinaan kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa dilakukan oleh Bupati sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

KA-BAG liUKUM MSU08AG 
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BAB VII 
PENDANAAN 

Pas al 9 

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Gu nung Mas. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala 
ketentuan mengenai Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 
36 tahun 201 6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah 
Kabupaten Gun ung Mas Tahun 2016 Nomor 383), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 11 

Ketentuan mengenai: 
a . bagan su s unan organisasi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa tercantum dalam Lampiran I; 
dan 

b . tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa tercantum dalam Lampiran II, 

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

- --·, 
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Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Gunung Mas. 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 31 Desember 2019 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAVA SAMAYA MONONG 
Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 3 1 Desem ber 20 l 9 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT EN GUNUNG M AS, 

ttd 

YANSITERSON 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 494 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

GUAN N, SH 
NIP. 1965111 199203 l 013 



STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN 
DESA (TIPE B) 

BIDANG 
KELBMBAGAAR,PBRKEIIIBANGA!f 

DAN KBRJASAMA DESA 

SBKSI 

ti---1 KBLBMBAGAAR SOSIAL 
BUDAYA MASYARAKAT 

SEKSI ......... EVALUASI 
PERKEllrlBARGAli DESA 

SBKSIPBllrlBAliGUNAli 
.......... PARTISIPATIF DAR 

KBRJASAMA DESA 

I 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN 
DESA 

l 

LAMPIRANI 
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 57 TAHUN 2019 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
GUNUNGMAS 

SEKRETARIAT 
---------------· JABATAN FUNGSIONAL 

BWANG 
PEMERINTAHAN DESA 

I 

SEKSI PEN'ATAAR DAR - PENGUATAN' KAPASITAS 
PEMERINTABAN' DESA 

SEKSI --- PEN'ATAAN KEUANGAN' 
DAR ASET DESA 

SEKSI - PEN'ATAAN 
ADMIN'ISTRASI DBSA 

UPTD 

---. 

SUBBAG 
UIIUMDAR 

KEPEGAWAIAN 

t--

....._ 

l 
BWANG 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

----. 

SEKSI PEMBBRDAYAAR 
IIASYARAKAT DAR 

PDGUATAN'LEMBAGA 
BKON'OMI DESA 

SEKSIPEMANFAATAN 
SUMBER DAYA ALAM 

DAN TEKNOLOGI 

J 
SUBBAG 

PBRBRCANAAR, 
KBUANGA!f DAN ASBT 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAYA SAMAYA MONONG 



NO NAMA JABATAN 

1. Kepala Dinas 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR ~ TAHUN 2019 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUS UN AN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
GUNUNGMAS 

TUGAS DAN FUNGSI 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

TUGASPOKOK 

Memimpin, membina, 
mengoordinasikan, merencanakan 
serta menetapkan program ke1ja, tata 
kerja dan mengembangkan semua 
kegiatan pemberdayaan masyarakat 
dan pemerintahan desa serta 
bertanggung jav,,ab atas terlaksananya 
tugas pokok dan fungsi Dinas 
Pem berdayaan Masyarakat dan Desa. 

FUNGSI 

1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di 
bi dang Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bu pati berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

2. pengoordinasian Penataan dan Perkembangan Desa, 
Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pem berdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan, usaha ekonomi 
masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan 
teknologi tepat guna dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa; 

3. pengoordinasian kebijakan Pemberdayaan 
Masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan 
swadaya gotong royong; 

4. perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat 
dan pemerintahan desa ser ta kelembagaan yang 
mendukung/mendorong pemberdayaan dan 
pembangunan desa; 

.__ _ _,__ _ _ ____________ -1_ _________________ ...L,_ _________________ -»W~· . G-WU-K.U-l'~t3AG: 
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NO NAMA JABATAN 

2. Sekretaris 

- 2 -

TUGASPOKOK 

Memberikan pelayanan teknis dan 
administrasi kepada semua pihak 
baik pelayanan ke dalam maupun 
keluar pada Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa yag meliputi 
urusan kepegawaian, keuangan, 
umum, perlengkapan, penyusunan 
program dan penyusunan pelaporan 
dinas serta bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas 

FUNGSI 

5. perumusan dan sinkronisasi kebijakan teknis 
pembangunan partisipatif dan kerja sama desa; 

6. pengoordinasian perencanaan pengembangan 
evaluasi perkembangan desa, pekan inovasi desa; 

7 . pengoordinasian, pembinaan penguatan kapasitas 
pemerintha desa; 

8. pemberian masukan dan usulan serta saran dan 
pertimbangan kepada Bupati baik dalam menyusun 
kebijakan daerah serta pemecahan masalah dalam 
rangka pembinaan yang berkaitan dengan 
pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa; 

9. pem bagian tu gas kepada Sekretaris dan sem ua 
Kepala Bidang dilingkungannya sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing pada Sekretariat 
maupun Bidang; 

10. penilaian terhadap kinerja bawahan; 
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

oimoinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. 
1. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lain untuk kelancaran tugas sehari-hari; 
2. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan 

anggaran di bidang kelembagaan, perkembangan 
dan kerja sama desa, pemerintahan desa, serta 
pemberdayaan masyarakat; 

3. penyusunan dan merencanakan program/kegiatan 
serta langkah-langkah pada sekretariat sebagai 
acuan dalam pelaksanaan tugas; 

f7<AaAG HUKUr,, KASlJBBAG-: 
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NO NAMA JABATAN TUGAS POKOK FUNGSI 

4. pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah­
tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip 
dan dokumentasi; 

5 . pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan 
perundang-undangan, perencanaan dan 
pelaksanaan kerja sama pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 

6. pengoordinasian semua tugas dengan masing­
masing bidang; 

7 . penyelenggaraan urusan surat menyurat, 
perencanaan, keuangan dan kepegawaian, rumah 
tangga, keamanan, kebersihan, dan urusan lainnya 
yang belum diuraikan di bidang lain; 

8 . pengoordinasian penyusunan laporan bulanan, 
triwulan dan tahunan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa dan data laporan sekretariat 
dan bidang; 

9. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan 
sekretariat kepada Kepala Dinas baik secara tertulis 
maupun secara lisan disertai dengan 
saran/pertimangan untuk mendapatkan petunjuk 
sera arahan lebih lanjut; 

10. penyusunan informasi urusan kepegawaian, 
keuangan, umum, perlengkapan , penysusunan 
program dan pelaporan dinas pada sekretariat 
sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; 

11. pengelolaan barang/aset milik daerah/kekayaan 
negara; 

KABAG HUKUM KASUB84G · 
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a. Kepala Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian 

- 4 -

TUGAS POKOK 

Menyelenggarakan pengelolaan 
urusan kepegawaian, tata usaha, 
rum ah tangga, kerja sama, 
kehumasan, protokol, kepustakaan 
dan dokumentasi 

FUNGSI 

12. pembagian tugas kepada sub bagian di bawahnya 
sesuai dengan uraian tugas dan fu ngsi; 

13. penilaian terhadap kinerja bawahan; dan 
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

oimoinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. 
1. penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 
2 . pelaksanaan urusan rencana kebutuhan pegawai; 
3. persiapan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin 

pegawai dan evaluasi kinerja pegawai; 
4 . pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan; 
5. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unut 

(RKBU) dan urusan pengadaan; 
6. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan 

ke bersihan; 
7. pers1apan bahan evaluasi kelembagaan dan 

ketatalaksanaan; 
8. penyusunan ren cana/program pelaksanaan 

kegiatan urusan u mum dan kepegawaian sebagai 
acuan dalam pelaksanaan tugas; 

9. penyusunan dan penelitian berkas-berkas 
memeriksa surat-surat masuk dan keluar 
berkenaan dengan administrasi umum 
kepegawaian; 

serta 
yang 
dan 

10. 

11. 

penyelenggaraan administrasi um um dan 
kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam 
menetapkan kebijakan pengelolaan data 
kepega waian; 
penyusunan bahan koordinasi bidang kepegawaian 
dan kelembaeaan; 

KA-BAG HUKtJM KASU884G 



NO NAMA JABATAN 

b. Kepala Sub Bagian 
Perencanaan, Keuangan dan 
Aset 

- 5 -

TUGASPOKOK 

Menyusun, merencanakan, 
mengkoordinasikan program / 
kegiatan, pengelolaan urusan 
keuangan dan aset, peman tauan, 
evaluasi, pelaporan dan 
mengkompilasi semua usulan dari 
bidang-bidang di lingkungan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
sebagai pedoman _pelaksanaan t~gas. 

FUNGSI 
---- - -----

12. penyusunan bahan analisa jabatan, analisa beban 
kerja, evaluasi jabatan dan sasaran kerja pegawai; 

13. penyusunan bahan pengusulan pengangkatan, 
mutasi, kenaikan pangkat, promosi, kenaikan gaji 
berkala, tanda jasa dan cuti pegawai; 

14. penyusunan bahan pengusulan dan 
penyelenggaraan pendidikan dan latihan; 

15. pembagian tugas, membimbing, mengawasi, 
mengoreksi hasil kerja bawahan dan memberi 
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian; 

16. penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 
Sub Umum dan Kepegawaian; 

17. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas kegiatan 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 
melaporkan kepada atasan baik secara tertulis 
maupun lisan disertai saran/pertimbangan untuk 
mendapatkan petunjuk dan arahan lebih lanjut; 

18. penilaian kinerja bawahan; dan 
19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan uraian tu_g_as dan fungsi. 
1. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan 

ketentuan lain yang berhubungan dengan tugas 
pokok guna pelaksanaan tugas; 

2. penyusunan program/ rencana kerja yang 
berhubungan dengan pelaksanaan tugas kegiatan 
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; 

3. persiapan bahan koordinasi, penyusunan anggaran, 
penyusunan kegiatan rutin, urusan akuntasi dan 
verifikasi keuangan; 

iKABAG HUKUMI KASUSBAG~ 
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NO NAMA JABATAN TUGAS POKOK FUNGSI 

4. persiapan penyusunan pedoman teknis, pengawasan 
keuangan, administrasi urusan gaji pegawai; 

5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian 
data dan pelaporan keuangan dan aset; 

6. penyusunan rencana Pemeliharaan Barang Unit 
(RPBU); 

7. persiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi 
barang; 

8. pelaksanaan bahan administrasi pengadaan, 
penyaluran, penghapusan dan pemindah-tanganan 
barang milik Dae rah; 

9 . penyusunan laporan dan administrasi penggunaan 
peralatan dan perlengkapan kantor; 

10. penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; 

11. pengkompiJasian semua data usulan 
program/kegiatan dari bidang di lingkungan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

12. pembagian tugas, membimbing, mengawasi, 
mengoreksi naskah hasil kerja bawahan dan 
memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan 
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku; 

13. penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 
Sub Perencanaan, Keuangan dan Aset; 

KA-BAG H-UKUMI KASUB8 4r, -
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NO 

3. 

NAMA JABATAN 

Kepala Bidang Kelem bagaan, 
Perkembangan dan Kerja Sama 
Desa. 

- 7 -

TUGASPOKOK 

Melaksanakan penyusunan, 
pelaksanaan kebijakan, pemberian 
bimbingan teknis, pembinaan, serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang 
kelembagaan, perkembangan dan 
kerja sama desa. 

FUNGSI 

14. pengevaluasian basil pelaksanaan tugas dan 
kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan 
Aset serta melaporkan kepada atasan baik secara 
tertulis maupun lisan disertai saran/pertirnbangan 
untuk m endapatkan petunjuk dan arahan lebih 
lanjut; 

15. penilaian kinerja bawahan; dan 
16. pelaksanaan tu gas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fune:si. 
1. perencanaan perumusan kebija.kan di bidang 

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, evaluasi 
perkembangan desa, potensi desa, perencanaan 
pembangunan partisipatif dan kerja sama desa; 

2 . pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan 
lembaga kemasyarakatan, evaluasi perkembangan 
desa, potensi desa, perencanaan pembangunan 
partsipatif dan kerja sama desa; 

3 . pelaksanaan pembinaan, koordinasi di bidang 
pemberdayaan lernbaga kemasyarakatan, evaluasi 
perkembangan desa, potensi desa desa, 
perencanaan pembangunan partisipatif dan kerja 
sama desa; 

4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, 
evaluasi perkembangan desa, potensi desa, 
perencanaan pembangunan partisipatif dan kerja 
sama d esa; 

-~"".-------:{ASAG HUKUM KASU68AG · 



NO NAMA JABATAN 

a. Kepala Seksi Kelembagaan 
Sosial Budaya Masyarakat 

- 8 -

TUGASPOKOK 

Melakukan penyiapan bahan 
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, 
pemberian bimbingan teknis dan 
pemantauan serta evaluasi di bidang 
pemberdayaan lembaga sosial budaya 
masyarakat. 

FUNGSI 

5 . pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, evaluasi 
perkembangan desa, potensi desa, perencanaan 
pembangunan partisipatif dan kerja sama desa; 

6 . pelaksanaan administrasi di bidang pem berdayaan 
lembaga kemasyarakatan, evaluasi perkembangan 
desa, potensi desa, perencanaan pembangunan 
partisipatif dan kerja sama desa; 

7 . pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan 
bdang Kelembagaan, Perkembangan dan Kerja Sama 
Desa kepada Kepala Dinas baik secara tertulis 
maupun secara lisan disertai saran/pertimbangan 
untuk mendapatkan petunjuk serta arahan lebih 
lanjut; 

8. pembagian tugas kepada Seksi di bawahnya sesuai 
dengan uraian tugas dan fungsi; dan 

9. pelaksanaan tu gas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. 

1. penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi 
Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat; 

2. penyusunan bahan kebijakan di bidang 
kelembagaan sosial budaya masyarakat; 

3. penyusunan bahan koordinasi pembinaan 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 
Pokjanal Pos Yandu Holistik Integratif (HI), Lembaga 
Adat dan Kearif an Lokal Desa, KPMD /LKMD, Tenaga 
Pendamping Profesional Program Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD); 

KABAG HUKUM 
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NO NAMA JABATAN TUGASPOKOK FUNGSI 
- ---

4. penyusunan bahan bimbingan teknis di bidang 
fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga (PK.Kl, Pos Yandu Holistik Integratif (HI), 
Lembaga Adat dan Kearifan Lokal Desa, 
KMPD/LKMD, Tenaga Pendamping Profesional 
Program Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (P3MD) ; 

5. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis pada 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos 
Yandu Holistik Integratif (HI), Lembaga Adat dan 
Kearifan Lokal Desa, KPMD/LKMD, Tenaga 
Pendamping Profesional Program Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD); 

6. penyusunan bahan pendataan dan klasifikasi 
Posyandu Holistik Integratif (HI), KMPD/LKMD; 

7. pemantauan dan evaluasi pada Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Yandu Holistik 
Integratif (HI), Lembaga Adat dan Kearifan Lokal 
Desa, KPMD /LKMD, Tenaga Pendamping Profesional 
Program Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (P3MD); 

8. pembagian tugas, membimbing, mengawasi, 
mengoreksi basil kerja bawahan dan memberi 
petunjuk kepada bawahan di Seksi Kelembagaan 
Sosial Budaya Masyarakat; 

9. penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 
Seksi Kelem bagaan Sosial Buda ya Masyaral<at; 

-, 
KABAG HUKUMI KASUBBAG · 
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NO NAMA J ABATAN 

b. Kepala Seksi Evaluasi 
Perkembangan Desa 

- 10 -

TUGASPOKOK 

Melakukan penyiapan bahan 
penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan , pemberian bimbingan 
teknis, fasilitasi, pemantauan serta 
evaluasi Perkembangan Desa. 

FUNGSI 

10. pengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan 
Seksi Kelembagaan Sosial Budaya Masyaral<at dan 
melaporkan kepada atasan baik secara tertulis 
maupun secara lisan disertai saran/pertirnbangan 
untuk mendapatkan petujuk serta arahan lebih 
lanjut; 

11. penilaian terhadap kinerja bawahan; dan 
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

oimoinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi . 
1. penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi 

Evalu asi Perkembangan Desa; 
2 . penyusu nan bahan rencana kebijakan d ibidang 

fasilitasi pedoman evaluasi perkembangan desa, 
potensi desa, pelaksanaan lomba desa, Pekan 
Inovasi Perkembangan Desa (PIN), lab site, profil 
desa dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM); 

3. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan dibidang fasilitasi pedoman evaluasi 
perkembangan desa, potensi desa, pelaksanaan 
lomba desa, Pekan Inovasi Perkembangan Desa 
(PIN), lab site, profil desa dan pelaksanaan Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); 

4. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, fasilitasi 
evaluasi perkembangan desa, potensi desa, 
pelaksanaan lomba desa, Pekan Inovasi 
Perkembangan Desa (PIN), lab site, profiJ desa dan 
pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM); 

KA6AG HUKUM KASU88AG7 



NO 

- 11 -

NAMA JABATAN TUGAS POKOK 

c. Kepala Seksi Pembangunan Melakukan penyiapan bahan 
Partisipatif dan Kerjasama penyusunan kebijakan, pemberian 
Desa. birnbingan teknis dan pemantauan 

serta evaluasi pem bangunan 
partisipatif dan kerja sama desa. 

FUNGSI 

5. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi kegiatan lomba 
desa, Pekan Inovasi Perkembangan Desa (PIN), 
Bu Ian Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBG RM); 

6. pelaksanaan pemantauan evaluasi perkembangan 
desa, potensi desa, pelaksanaan lomba desa, Pekan 
Inovasi Perkembangan Desa (PIN), lab site, profil 
desa dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM); 

7 . pembagian tugas, membimbing, mengawasi, 
mengoreksi hasil kerja bawahan dan memberi 
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi 
Evaluasi Perkembangan Desa; 

8. penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 
Seksi Evaluasi Perkembangan Desa; 

9. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas dan 
kegiatan Seksi Evaluasi Perkembangan Desa serta 
melaporkan kepada atasan baik secara tertulis 
maupun secara lisan disertai saran/pertimbangan 
untuk mendapatkan petunjuk serta arahan lebih 
lanjut; 

10. penilaian terhadap kinerja bawahan; dan 
11 . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. 
1. penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi 

Pembangunan Partisipatif dan Kerja Sama; 
2 . penyusunan bahan kebijakan di bidang 

pembangunan partisipatif dan kerja sama desa; 
3. persiapan bahan koordinasi pelaksanaan 

pembangunan partisipatif dan kerja sama desa; 

KABAG HUKUM KASU8BA.G: 



- 12 -

NO NAMA JABATAN TUGAS POKOK FUNGSI 

4. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan 
bimbingan teknis pelaksanaan Musyawarah Desa, 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, 
Penyusunan Dokumen RPJMDesa, dan Dokumen 
RKPDesa; 

5 . persiapan bahan fasilitasi, pendampingan kerja 
sama pemerin tab desa; 

6. pelaksanaan fasilitasi, pendampingan kerja sama 
pemerintah desa; 

7. pelaksanaan pendampingan evaluasi Dokumen 
RPJMDes, Dokumen RKPDes dan evaluasi kerja 
sama pemerintah desa; 

8. pembagian tugas, membimbin g, mengawas1 1 

mengoreksi hasil kerja bawahan da n m emberi 
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi 
Pembangunan Partisipatif dan Kerja Sama Desa; 

9. penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 
Seksi Pembangunan Partisipatif dan Kerja Sama 
Desa; 

10. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas dan 
kegiatan Seksi Pembangunan Partisipatif dan Kerja 
Sama Desa serta melaporkan kepada atasan baik 
secara tertulis maupun secara lisan d isertai 
saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk 
serta arahan lebih lanju t; 

11. penilaian tugas kinerja bawahan; dan 
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. 

KA-BAG HUKUf,1 KASU8>:;;G · 



NO 

4. 

NAMA JABATAN 

Kepala Bidang Pemerintahan 
Desa 

- 13 -

TUGAS POKOK 

Melaksanakan penyusunan, 
pelaksanaan kebijakan, pembinaan, 
pem berian bim bingan teknis serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang 
Pemerintahan Desa. 

FUNGSI 

1. pengoordinasian penyelarasan kebijakan Nasional, 
Provinsi dengan kebijakan skala Kabupaten tentang 
Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundang­
undangan yang berlaku; 

2 . penyusunan rencanakan kebijakan di bidang 
penataan desa, penguatan kapasitas pemerintahan 
desa, penataan keuangan, aset serta administrasi 
desa; 

3. pengoordinasian rencana kebijakan penataan desa, 
penguatan kapasitas pemerintahan desa, penataan 
keuangan, aset serta administarsi desa; 

4 . pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis 
penataan desa, penguatan kapasitas pemerintahan 
desa, penataan keuangan dan aset desa serta 
admjnistarsi desa; 

5. pendampingan, fasilitasi penyusunan APBDesa, 
laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan 
pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dan 
aset; 

6 . penyusunan bahan pelaksanaan pemjlihan BPD, 
Kepala Desa, Perangkat Desa, penamaan kode desa; 

7. penyusunan bahan penataan kewenangan desa, 
urusan pemerintahan desa, struktur organisasi 
pemerintah desa, dan produk hukum desa; 

8. pembagian tugas kepada seksi dibawahnya sesuai 
dengan uraian tugas dan fungsi; 

9. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas dan 
kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa dan 
melaporkan kepada Kepala Dinas baik secara 
tertulis maupun secara lisan disertai dengan 

KABAG HU KUM KASUBBAG 7 
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NAMA JABATAN TUGAS POKOK 

a. Kepala Seksi Penataan dan Melakukan penyiapan penyusunan 
Penguatan Kapasitas bahan dan pelaksanaan kebijakan, 
Pemerintahan Desa pemberian bimbingan teknis dan 

pemantauan penataan dan penguatan 
kapasitas pemerintah desa. 

FUNGSI 

saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk 
serta arahan lebih lanjut; 

10. penilaian terhadap kinerja bawahan; dan 
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

oimoinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. 
1. penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi 

Penataan dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan; 
2. persiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang 

penataan desa dan penguatan kapasitas 
pemerintahan desa; 

3. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan penataan desa, penguatan kapasitas 
pemerin tahan desa; 

4. pelaksanaan fasilitasi pemilihan BPD, Kepala Desa 
dan pengangkatan Perangkat Desa; 

5. pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis 
penataan kewenangan desa, urusan pemerintahan 
desa, struktur organisasi pemerintahan desa dan 
produk hukum desa; 

6. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis 
dalam penguatan kapasitas pemerintah desa dan 
BPD; 

7. persiapan bahan koordinasi penilaian kinerja BPD, 
dan pemerintah desa; 

8. persiapan bahan koordinasi penamaan kode desa; 
9 . pembagian tugas, membimbing, mengawasi, 

mengoreksi hasil kerja bawahan dan memberi 
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi 
Penataan dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan 
Desa; 

KABAG HUKUM KASU BBAG .! 

,kt Ti> 



NO 

- 15 -

NAMA JABATAN TUGAS POKOK 

b. Kepala Seksi Penataan Melakukan penyiapan bahan 
Keuangan dan Aset Desa penyusunan kebijakan, pemberian 

bimbingan teknis dan pemantauan 
serta evaluasi penataan keuangan dan 
aset desa. 

FUNGSI 

10. penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 
Seksi Penataan dan Penguatan Kapasitas 
Pemerintahan Desa; 

11. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan 
Seksi Penataan dan Penguatan Kapasitas 
Pemerintahan Desa kepada atasan baik secara 
tertulis maupun secara lisan clisertai 
saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk 
serta arahan lebih lanjut; 

12. penilaian terhadap kinerja bawahan; dan 
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. 

1. penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi 
Penataan Keuangan dan Aset Desa; 

2. penyusunan bahan kebijakan di bidang penataan 
keuangan dan aset desa; 

3. penyusunan bahan koordinasi penetapan dana desa 
(DD), alokasi dana desa (ADD), dana bantuan 
keuangan (DBK), bagi hasil pajak dan retribusi 
dalam rangka penyusunan APBDes; 

4. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan 
fasilitasi penyusunan APBDes; 

5. pelaksanaan pembinaan, pendampingan 
penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan 
desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa; 

6. pelaksanaan pendataan/pencatatan aset desa; 

KABAG HUKUM 
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c. Kepala Seksi Penataan 
Administrasi Desa 

- 16 -

TUGAS POKOK 

Melakukan penyiapan bahan 
penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan, pemberian bimbingan 
teknis dan pemantauan serta evaluasi 
di bidang penataan administrasi desa. 

FUNGSI 

7. pembagian tu gas, membimbing, mengawas1, 
mengoreksi hasil kerja bawahan dan memberi 
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi 
Penataan Keuangan dan Aset Desa; 

8. penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 
Seksi Penataan Keuangan dan Aset Desa; 

9. pelaporan hasil pelaksanaan tu gas dan kegiatan 
Seksi Penataan Keuangan dan Aset Desa kepada 
atasan baik secara tertulis maupun secara lisan 
disertai saran/pertimbangan untuk mendapatkan 
petunjuk serta arahan lebih lanjut; 

10. pelaksanaan penilaian terhadap kinerja bawahan; 
dan 

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. 

1. penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi 
Penataan Adrninistrasi Desa; 

2 . penyusunan bahan kebijakan penataan 
administrasi pemerintahan desa; 

3 . penyusunan bahan koordinasi kebijakan penataan 
adrninistrasi pemerintahan desa; 

4 . pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan 
pendampingan penyusunan administrasi umum, 
kependudukan, keuangan, pembangunan desa; 

5 . pelaksanaan evaluasi dan pemantauan 
perkembangan penyusunan administrasi umum, 
kependudukan, keuangan, pembangunan desa; 

KABAG HUKUM KASU BBAG 1 
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NAMA JABATAN TUGAS POKOK 

Kepala Bidang Pemberdayaan Melaksanakan penyusunan, 
Masyarakat pelaksanaan kebijakan, dan 

pemberian bimbingan teknis, serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang 
pemberdayaan masyarakat. 

FUNGSI 

6. pembagian tugas, membimbing, mengoreksi, 
mengawas1 hasil kerja bawahan dan memberi 
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi 
Penataan Administrasi Desa; 

7 . penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 
Seksi Penataan Administrasi Desa; 

8 . pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan 
Seksi Penataan Administrasi Desa kepada atasan 
bail< secara tertulis maupun secara lisan disertai 
dengan saran/pertimbangan untuk mendapatkan 
petunjuk serta arahan lebih lanjut; 

9. penilaian terhadap kinerja bawahan; dan 
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. 

1. penyelarasan kebijakan nasional, provinsi dengan 
kebijakan skala kabupaten dibidang pemberdayaan 
masyarakat pedesaan, pengelolaan sumber daya 
alam (SDA), pemanfaatan teknologi tepat guna 
(TIG), dan penguatan lembaga ekonomi pedesaan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar 
masyarakat pedesaan; 

2. penyusunan kebijakan pemberdayaan masyarakat 
pedesaan, pen gelolaan sumber daya alam (SDA), 
pemanfaatan teknologi tepat guna (TIG), dan 
penguatan lembaga ekonomi pedesaan; 

3. pengoordinasian kebijakan pemberdayaan 
masyarakat pedesaan, pengelolaan sumber daya 
alam (SDA), pemanfaatan teknologi tepat guna 
(TIG), dan penguatan lembaga ekonomi pedesaan; 

~ "'.""""'------,------KAf!AG HUKUM KASU6BAG 1, 



NO 
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NAMA JABATAN TUGAS POKOK 

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Melakukan penyiapan bahan 
Masyarakat dan Penguatan penyusunan kebijakan pelaksanaan, 
Lembaga Ekonomi Desa dan pemberian bimbingan teknis 

serta pemantauan dan evaluasi di 
bidang Pemberdayaan Masyarakat 
dan Penguatan Lembaga ekonomi 
desa 

FUNGSI 

4. pengoordinasian bimbingan , pendampingan 
pemberdayaan masyarakat pedesaan; 

5 . pelaksanaan bimbingan, fasilitasi peningkatan 
pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan 
pemanfaatan teknologi tepat (ITG); 

6. pelaksanaan bim bingan, fasilitasi penguatan 
lembaga ekonomi pedesaan (BUMDes, pasar desa); 

7. pelaksanaan pemantauan perkembangan 
pemberdayaan masyarakat pedesaan, pen gelolaan 
sumber daya alam (SDA), pemanfaatan teknologi 
tepat guna (ITG) serta penguatan lembaga ekonomi 
pedesaan; 

8. pembagian tugas kepada seksi di Bidang 
Pem berdayaan Masyarakat sesuai dengan uraian 
tugas dan fungsi; 

9. pelaporan basil pelaksanaan tugas dan kegiatan 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Kepala 
Dinas baik secara tertulis maupun secara lisan 
disertai saran/pertimbangan untuk mendapatkan 
petunjuk serta arahan lebih lanjut; 

10. penilaian terhadap kinerja bawahan; dan 
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

oimoinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. 
1. penyusunan bahan rencana dan anggaran seksi 

pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Lembaga 
ekonomi desa; 

2. penyusunan bahan kebijakan di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Lembaga 
ekonomi desa; 

KABAG HUKUM KASUB B~Gl 
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NO NAMA JABATAN TUGAS POKOK FUNGSI 

3 . persiapan bahan koordinasi kebijakan di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Lembaga 
ekonomi desa; 

4. pelaksanaan pembinaan, pendampingan kelompok 
masyarakat pedesaan; 

5. pelaksanaan bimbingan teknis melalui pelatihan, 
peningkatan keterampilan kelompok masyarakat 
pedesaan da]am pemenuhan kebu tuhan dasarnya; 

6. pelaksanaan pendataan dan pemetaan kelompok 
masyaraat pedesaan; 

7 . pelaksanaan bimbingan dan pelatihan kelompok 
masyarakat pedesaan untuk peningkatan kualitas 
hidupnya; 

8. penyusunan bahan pengawasan terhadap BUMDes, 
pasar desa dan lembaga keuangan mikro pedesaan; 

9. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis 
penguatan kapasitas BUMDes, pengelolaan pasar 
desa, dan lembaga keuangan mikro pedesaan; 

10. pelaksanaan pem binaan penguatan kelompok 
pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan 
berbasis ekonomi kerakyatan; 

11. penyusunan bahan pelatihan peningkatan 
keterampilan kelompok masyarakat dalam 
pengembagan produksi, pemasaran, perkreditan dan 
pengelolaan lembaga keuangan mikro pedesaan; 

12. pelaksanaan pendataan, pemetaan, pengawasan 
pengembangan kelompok ekonomj kerakyatan, 
BUMDes, pasar desa dan lembaga keuangan mikro 
pedesaan; 

KABAG HUKUM I KASUBBAG7 
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NAMA JABATAN TUGASPOKOK 

b. Kepala Seksi Pemanfaatan Melakukan penyiapan bahan 
Sumber Daya Alam dan penyusunan dan pelaksanaan 
Teknologi kebijakan, pemberian bimbingan 

FUNGSI 

13. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
pemberdayaan masyarakat pedesaan; 

14. pembagian tugas, membimbing, mengawasi, 
mengoreksi hasil kerja bawahan dan memberi 
petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Lembaga 
ekonomi desa; 

15. penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan 
Lembaga ekonomi desa; 

16. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan 
Lembaga ekonomi desa kepada atasan baik secara 
tertulis maupun secara lisan disertai 
saran/pertimbangan untuk menda patkan petunjuk 
serta arahan lebih lanju t; 

17. penilaian terhadap kinerja bawahan; dan 
18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

oimoinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. 
1. penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi 

Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna 
(TTG); 
penyusunan bahan kebijakan d i bidang sumber 
daya alam dan teknologi tepat guna; 

teknis dan pemantauan serta evaluasi 2. 
di bidang pemanfaatan sumber daya 
alam dan teknologi. 3. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi kebijakan 

di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat 
guna; 

4. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis 
pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan 
lahan serta oelestarian lingkunR:an hiduo; 

KABAG HU KUM KASU8 8 4.G 7 
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NO NAMA JABATAN TUGAS POKOK FUNGSI 

5 . pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelatihan 
kelompok masyarakat dalam pemanfaatan teknologi 
tepat gun.a; 

6. pelaksanaan pendataan, pemetaan dibidang 
pengelolaan sumber daya alam, teknologi tepat 
guna, pemanfaatan lahan serta pelestarian 
lingkungan hidup; 

7 . pelaksanaan penguatan kapasitas kelompok 
teknologi tepat guna; 

8 . pelaksanaan pendampingan superv1s1 pemetaan 
kebutuhan sumber daya alam, pengkajian teknologi 
tepat gun.a, serta penyelenggaraan gelar teknologi 
tepat guna tingkat nasional dan tingkat provinsi; 

9. pembagian tugas, membimbing, mengawasi, 
mengoreksi hasil kerja bawahan dan mem beri 
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi 
Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna 
(TTG); 

10. penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan 
Seksi Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat 
Gun.a (TTG); 

f ABAG HUKUM I KASUB8AG; 
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NO NAMA JABATAN TUGASPOKOK FUNGSI 

1 1. pelaporan basil pelaksanaan tugas dan kegiatan 
Seksi Sumber Daya Alam (SDA) dan (Teknologi 
Tepat Guna) kepada atasan baik secara tertulis 
maupun secara lisan disertai saran/pertimbangan 
untuk mendapatkan petunjuk serta arahan lebih 
lanjut; 

12. penilaian terhadap kinerja bawahan; dan 
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fun~si. 

BUPATI GUNUNG MAS, 

ttd 

JAYA SAMAYA MONONG 


